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Abstract: Cooperatives must be able to determine policies and strategies that must be
developed and improved by increasing the effectiveness of the internal control system. The
control system in a cooperative is determined by management and management experience.
This research on the Baitul Maal wa al Tamwil cooperative was carried out with the aim of
exploring how internal control has been carried out in accordance with the provisions of
the cooperative's articles of association. The method used is participant observation to
determine the implementation of internal supervision carried out by the BMT Maslahah
cooperative. The result of this research is that the supervisory system carried out by the
Supervisor is to form an internal supervisory unit with an intensive and periodic monitoring
system on financial performance, institutional performance and employee performance in
all branch office areas. So that the internal control system can run effectively.
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Abstrak: Koperasi harus mampu menentukan kebijakan dan strategi yang harus
dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara meningkatkan efektifitas system pengendalian
internal. System penendalian dalam koperasi ditentukan oleh pengalaman kepengurusan
dan manajemen. Penelitian pada koperasi Baitul Maal wa al Tamwil ini dilakukan dengan
tujuan mengeksplorasi bagaimana pengendalian internal telah dijalankan sesuai dengan
ketentuan pada anggaran dasar koperasi. Metode yang digunakan adalah partisipasi
observasi untuk mengetahui implementasi pengawasan internal yang dilakukan oleh
koperasi BMT Maslahah. Hasil penelitian ini adalah sistem pengawasan yang dilakukan
dengan membentuk satuan pengawas internal dengan sistem pengawasan secara inten dan
berkala terhadap kinerja keuangan, kinerja kelembagaan dan kinerja karyawan di semua
wilayah kantor cabang. Sehingga system pengendalian internal dapat berjalan secara
efektif.
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Pendahuluan

Pengawas koperasi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal di dalam koperasi.
Pengawas koperasi harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar koperasi dapat
berjalan sesuai dengan rencana kerja, rencana anggaran rencana pendapatan dan rencana belanja
koperasi (RK-RAPBK) (Irianti, 2021). Pengawas yang profesional adalah mereka para pengawas yang
memahami fungsi dan prosedur serta teknik pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan dilakukan secara baik dan benar. Dengan demikian koperasi akan semakin
terkendali dan terarah demi mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri dan dominan dalam
perekonomian nasional. Banyak pengelola koperasi kurang memahami fungsi pengawasan tersebut
karena Anggaran Dasar (AD) koperasi terkadang hanya untuk memenuhi persyaratan pembuatan akte
pendirian koperasi dan setelah itu disimpan di lemari (Purwantini, S.Kom., M.Si, 2016). Padahal tugas
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dan fungsi pengawas tertera di dalam anggaran dasar, anggaran dasar adalah pedoman tertinggi dalam
menjalankan koperasi sehari-hari (Zamzami, Faiz., et al, 2023).

Koperasi yang berhasil atau berprestasi adalah koperasi yang telah menerapkan disiplin tinggi.
Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin
secara baik (Kurnia, 2020). Disiplin pengelola yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat
manajemen melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur sesuai dengan tujuan utama dari
perusahaan. Pengawasan koperasi merupakan hal penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan
tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan koperasi, untuk mengetahui apakah pelaksanaan
pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, instruksi, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (Mendo et al., 2022). Pengawasan itu
sendiri didefinisikan dapat diartikan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak (Misbah et al., 2022).

Pengawasan merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan dan keberhasilan koperasi.
Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan koperasi telah sesuai dengan
rencana, instruksi, tujuan, dan kebijakan yang tertuang dalam anggaran dasar. Pengawasan internal,
yang umumnya dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi, merupakan langkah awal yang
penting. Namun, dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),
pengawasan internal saja tidaklah cukup (Istiqomah, 2022). Pengendalian internal yang efektif
melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah
(Patricia, Patricia, 2024).

Koperasi sebagai badan hukum, wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah
melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pengawasan
koperasi. Pengawasan eksternal, seperti audit oleh akuntan publik atau pemeriksaan oleh dinas
koperasi, diperlukan untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pengawasan eksternal dikarnakan pengawasan eksternal memiliki beberapa tujuan
penting, antara lain: Pertama memastikan kepatuhan, dimana pengawasan eksternal membantu
memastikan bahwa koperasi telah mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk standar
akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedua meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan eksternal
meningkatkan akuntabilitas pengurus dan pengawas koperasi kepada anggota dan pihak terkait
lainnya, kemudian pengawasan eksternal dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya
kecurangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga koperasi yang memiliki sistem pengawasan
yang baik akan lebih dipercaya oleh anggota, pemangku kepentingan, dan lembaga keuangan
(Muhaziroh, 2024).

Pengawasan dapat melibatkan pihak internal organisasi yang sering kita sebut pengendalian
internal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh pengurus dan pengawas koperasi, namun
dalam perspektif tata kelola yang baik, hal itu tidak mencukupi. Pengawasan yang baik perlu
dilakukan baik internal maupun eksternal. Koperasi sebagai badan hukum, memiliki kewajiban
kepatuhan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui Kemenkop & UKM RI. Pemerintah
berkeinginan agar koperasi dapat tumbuh berkembang secara sehat, tangguh dan mandiri.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas
perusahaan. Adanya pengendalian di koperasi, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama pengendalian internal
pada seluruh kegiatan operasional adalah untuk mengarahkan kegiatan operasional koperasi terutama
pada pembiayaan agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan pembiayaan dan mengurangi
pembiayaan bermasalah. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas pengendalian
internal dalam koperasi. Mulyadi dalam bukunya "Sistem Pengendalian Intern” menjelaskan bahwa
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pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari
manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah. Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) juga telah merumuskan kerangka kerja pengendalian internal yang
komprehensif (Apriyanti, 2022).

Alasan koperasi untuk menyusun sistem pengendalian internal adalah dalam rangka membantu
dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem
pengendalian yang dapat mengamankan harta asset koperasi, memberikan keyakinan bahwa apa yang
dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta
dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai
dengan apa yang diharapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan koperasi, termasuk BMT Maslahah
sebagai lembaga keuangan yang besar telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen Menurut Terry
yaitu: Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan
pengawasan (controlling)” (Nuryadi, 2023). Maka, bagaimana seharusnya fungsi pengawasan pada
koperasi dan bagaimana implementasi pengawasan pada koperasi BMT Maslahah?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Sugiono bahwa metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaam tertentu
(Mappasere & Suyuti, 2019). Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan
untuk membuat orang lebih faham dengan sebuah teori dan cara pengembangannya. Perhatikam
penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi serta hubungan atau
interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau
fenomena.

Adapun Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tematik dimana tujuannya
untuk mengidentifikasi tema-tema yang meuncul dari data wawancara, dokumen dan observasi
(Moleong, 2020). Wawancara dilakukan dengan pengurus, pengawas dan anggota BMT untuk
memehami persepsi mereka tentang pengawasan internal yang dilakukan di BMT, kemudian ada
analisis dokumentasi seperti laporan keuangan, prosedur operasional standar, dan hasil audit untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan internal. Selain itu ada analisis tematik
yang mana ntuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan dokumen,
seperti efektivitas mekanisme pengawasan, kendala yang dihadapi, dan usulan perbaikan dan membuat
diagram alur untuk menggambarkan proses pengawasan internal yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan
organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini
diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi,
termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi
manajemen yang terdiri dari: Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi
dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)” (Nuryadi, 2023). Pengawasan sebagai upaya
kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena apabila tidak
dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi
itu sendiri (Sitorus, 2020).

Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintah, bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi
memang mutlak diperlukan”. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu
sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau
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bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Torar et al., 2019). Kemudian
menurut Mc. Farland yang dikutip Handayaningrat sebagai berikut: “Control is the process by which
an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chosen
plans, orders, objectives, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin
mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan
rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)” (Pohan, Mutyara Kd Chairunissa,
2024).

Pengawasan sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat
mempengaruhi hidup atau matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah
pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah
sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Misbah et al., 2022). Pengawasan sebagai suatu proses
untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu
dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan hal tersebut maka, inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar
pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pengawasan sebagai
suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang
sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling
efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam organisasi. Pengawasan
merupakan fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi
berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Fachrezi & Lestari Nasution, 2023).
Beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan dalam organisasi antara lain
(Agustin, Dinni., et al, 2024): Faktor pertama disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi,
dimana faktor utama ini dapat terlihat dari adanya globalisasi, regulasi pemerintah dan teknologi
informasi. Kedua, peningkatan kompleksitas organisasi yang biasanya tergambar pada struktur
organisasi, rantai pasok dan keragaman tenaga kerja. Ketiga kesalahan dan penyimpangan, kesalahan
manusia dalam melakukan tugas merupakan hal yang wajar, pengawasan diperlukan untuk mendeteksi
dan memperbaiki kesalahan sebelum berdampak signifikan pada organisasi selain itu pengawasan
diperlukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan, baik itu standar kualitas, keamanan, atau etika. Keempat, kebutuhan manajer untuk
mendelegasikan wewenang. delegasi wewenang memungkinkan manajer untuk fokus pada tugas-tugas
yang lebih strategis. Namun, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tugas yang
didelegasikan dilaksanakan dengan baik. Delegasi wewenang memberikan kesempatan bagi karyawan
untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab mereka. Pengawasan yang konstruktif dapat
membantu karyawan tumbuh dan berkembang.

Fungsi Pengawasan
Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya
secara efektif, maka fungsi pengawasan menurut Hanif, adalah (Nawawi, 2022):
1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan
secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang
sebenarnya secara cermat dan tepat.
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3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi
tanggung jawabnya.

4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam
menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian,
rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal
audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui
apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh
keadaan sesungguhnya. Andari menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan.
Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan
biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi (Andari et al., 2022).

Pengawasan Menurut Sifatnya
1. Pengawasan preventif, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum

dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan

ini adalah: Pertama, mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang

telah ditentukan. Kedua, memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan
secara efisien dan efektif. Ketiga, menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi
sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

2. Pengawasan detektif, pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan
dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban
bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu:
Pertama pengawasan dari jauh, pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan
pertanggung jawaban bendahawan, beserta bukti-bukti pendukungnya. Kedua pengawasan dari
dekat, pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

3. Pengawasan menurut ruang lingkupnya: Pertama pengawasan internal, pegawasan internal
dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang
dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan Departemen atau Lembaga yang diawasi.
Sedangkan pengawan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh
aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh
Pemerintah atau lembaga Eksekutif. Kedua, pengawasan cksternal adalah suatu bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan
organisasi eksekutif.

4. Pengawasan menurut metode pengawasannya: Pertama pengawasan melekat, pengawasan
melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu
organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai
program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang berasal dari internal karyawan, maupun
dari lingkungan eksternal karyawan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena apabila
fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan menyebabkan matinya atau hancurnya suatu
organisasi. Karena itu agar pengawasan mendapatkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu
organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan. Ciri-ciri itu menurut Rahardjo ialah
(Soleh, Moh, Enung Nugraha, 2023): Pertama, pengawasan harus bersifat fact finding arti bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas
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dijalankan dalam organisasi. Kedua, pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses
pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-pemyimpangan dan
penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Ketiga, pengawasan diarahkan
pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan
yang kini sedang dilaksanakan. Keempat, pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan
efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Kelima, pengawasan hanya sekedar alat
administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya
tujuan. Keenam, pelaksanaan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat
usaha peningkatan efisiensi. Ketujuh, pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan
siapa yang salah jika tidak ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
Kedelapan, pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan
kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Dalam implementasi pengawasan pada koperasi BMT Maslahah untuk pelaksanaan
pengawasan, struktur organisasi koperasi di bidang pengawasan adalah dilakukan oleh pengawas yang
terdiri dari koordinator pengawas merangkap anggota dibantu oleh dua anggota pengawas. Pengawas
dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. Kemudian yang dapat dipilih menjadi pengawas
adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: Mempunyai pengetahuan tentang
perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang
pengawasan dan pemeriksaan, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi, pengawas koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan harus memenuhi persyaratan standar kompetensi, sudah menjadi anggota
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai
derajat kedua dengan pengurus, pengawas dan pengelola, tidak pernah menjadi pengawas atau
pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus dan pengelola
pada primer koperasi lainnya kecuali mendapat persetujuan dari rapat anggota. Persyaratan untuk
dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan lainnya.
Tugas Pengawas antara lain: Pertama, Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. Kedua,
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan
oleh pengurus, dan ketiga melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota. Sedangkan untuk
kewajiban pengawas: Pertama merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, kedua
membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota, ketiga
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan keempat
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

Selain itu pengawas juga mempunyai hak diantaranya, meneliti catatan dan pembukuan yang
ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, memberikan koreksi, saran
teguran dan peringatan kepada pengurus. Kemudian mengenai kewenangan pengawas meliputi
beberapa hal berikut: Pertama, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari
pengurus dan pihak lain yang terkait. Kedua, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan
usaha dan kinerja koperasi dari pengurus. Ketiga, memberikan persetujuan atau bantuan kepada
pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
Keempat, meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk
melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan
oleh Rapat Anggota (AD&ART Koperasi BMT Maslahah)
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Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, fungsi pengawasan adalah
untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif,
apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan
tepat, apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung
jawabnya. Disamping itu juga untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien,
apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua,
pengawasan koperasi BMT Maslahah dilakukan oleh Koordinator Pengawas dan anggota pengawas,
dengan berbagai strategi yang diimplementasikan secara terus menerus dan berkala yaitu dengan cara
meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang
diperlukan, memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus, mendapatkan laporan
secara berkala, keterangan yang diperlukan, meminta kepada akuntan publik dan tenaga ahli untuk

Daftar Pustaka

Agustin, D., Utami, S. S., Kushariyadi, K., Suprayitno, D., & Dwiwijaya, K. A. (2024). Pengantar
Manajemen: Teori komprehensif pada era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. PT.
Sonpedia Publishing Indonesia.

Andari, S., Nat, Y. S. J., & Lubis, A. W. (2022). Analisis Perencanaan Dan Pengawasan Biaya
Operasional PT. Gruti Lestari Pratama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
Journal Islamic Accounting Competency, 2(1).

Apriyanti, D. (2022). Pengaruh pengendalian intern, prosedur pemberian kredit terhadap tingkat
pengembalian kredit studi kasus pada koperasi taman mandiri medan. Fakultas Sosial Sain.
Fachrezi, H. A., & Lestari Nasution, A. I. (2023). Fungsi Manajemen Pengawasan Dalam Laporan
Pertanggung Jawaban Keuangan Bantuan Hibah Biro Kesra Sumatera Utara. Jurnal Manajemen

Akuntansi (JUMSI), 3(1). https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3989

Irianti, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Guru-guru Sekolah Dasar (kogusda)
Unit Dua Rao Di Desa Sungai Manih Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Jurnal Akuntansi,
Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 3(2).

Istigomah, 1. (2022). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SHARIAH GOVERNANCE (Studi Kasus BMT di
Kota Cirebon). Universitas Islam Sultan Agung.

Kurnia, F. A. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Koperasi Karyawan Gmf Aeroasia Sejahtera). In
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode
Penelitian Sosial, 33.

Mendo, A. Y., Niode, I. Y., & Kango, U. (2022). Pengantar Manajemen dan Bisnis. In Yayasan
Hamjah Diha.

Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). Peran audit syariah dalam pengawasan praktik shariah
compliance pada lembaga keuangan syariah. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review,
3(1). https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29823

Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. Jurnal limiah.

Muhaziroh, D. A. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Koperasi Pekerja
Pertamina Patra Wijayakusuma (Kopama). Universitas Islam Indonesia.

NAWAWI, M. A. (2022). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi
Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah).

Nuryadi, T. A. (2023). Implementasi lImu Manajemen Perkantoran dalam Menghadapi Dunia Bisnis
Digital. Lensa lImiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya, 2(3).
https://doi.org/10.54371/jms.v2i3.297

AL-KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat, ISSN 2776-0901 (print) | 2807-7024 (online) 7



AL-KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 2024, 1-8
Saifuddin Syuhri, Nurul Fadila

Patricia, Patricia, and K. K. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen,
Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Fraud. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1),
659-668.

Pohan, Mutyara Kd Chairunissa, and M. I. H. (2024). Peran Pengawasan Fungsional Oleh Pimpinan
Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura UPT. Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI, 2(2).

Purwantini, S.Kom., M.Si, K. (2016). Akutansi Koperasi. In Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik
(Vol. 15, Issue 2).

Sitorus, R. M. T. (2020). PENGARUH KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PIMPINAN TERHADAP
MOTIVASI KERJA - Books. In Scopindo.

Soleh, Moh, Enung Nugraha, and A. G. (2023). Supervisi Model Pengembangan Dalam Pandangan
Carl D. Glickman.". MATAAZIR: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan, 4(2), 117-
133.

Torar, F., Kindangen, P., & Masinambow, V. A. (2019). Pengaruh pengawasan terhadap pertumbuhan
ekonomi di kota manado. Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, 19(10).
https://doi.org/10.35794/jpekd.23444.19.10.2019

Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha
Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021. UGM PRESS.

AL-KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat, ISSN 2776-0901 (print) | 2807-7024 (online) 8



